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BAB VI 

PENUTUP 
 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan 

dana desa pada Desa Umatoos Tahun Anggaran 2020 belum sepenuhnya 

sesuai dengan  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Beberapa ketidaksesuaian tersebut 

ditemukan pada tahap- tahap sebagai berikut: 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perencanaan  

Pemerintah Desa Umatoos belum sepenuhnya mengikuti Permendagri No. 

20 tahun 2018 dimana rencana anggaran pada belanja darurat lebih besar 

dari anggaran pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang 

seharusnya menjadi prioritas dari dana desa. Pada bagian belanja darurat, 

menurut Permendagri No. 20 tahun 2018 pasal 23 belanja darurat 

mempunyai kriteria yaitu bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas 

pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya. 

2. Pelaksanaan  

Pada tahap pelaksanaan ini, prosedur-prosedur penyusunan APBDes dan 

kelengkapan dokumen yang dibutuhkan  sudah sesuai dengan Permendagri 

No. 20 tahun 2018. 

3. Penatausahaan  

Pada tahap penatausahan Bendahara Desa Umatoos belum melaksanakan  
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tugas dan kewajibanya dengan baik, dimana masih ditemukan bahwa 

adanya keterlambatan dalam penyampaian pelaporan pertanggungjawaban 

kepada Kepala Desa setiap bulan dan juga tidak adanya buku kas umum 

desa sehingga tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. 

4. Pelaporan  

Pada tahap pelaporan kepala Desa Umatoos belum melaksanakan tugas 

dan kewajibanya dengan baik, dimana masih ditemukan dalam 

penyampaian laporan semester kedua kepada Bupati masih mengalami 

keterlambatan sehingga tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 

2018. 

5. Pertanggungjawaban  

Pada tahap pertanggungjawaban, Kepala Desa Umatoos sudah 

melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan  

Desa 

6.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, disarankan 

kepada Pemerintah Desa Umatoos untuk pengelolaan dana desa yang lebih 

baik antara lain: 

1. Pemerintah Desa Umatoos sebaiknya lebih meningkatkan pengetahuan 

sumber daya manusia (SDM) nya tentang Undang-Undang yang berkaitan 

dengan Pengelolaan Keuangan Desa dengan mengikuti pelatihan-pelatihan 

yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa agar kedepannya dalam 

penyusunan  dan     pemakaian    dana    desa  bisa sesuai dengan ketentuan  
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Perundang-undangan yang berlaku. 

2.  Bendahara Desa Umatoos sebaiknya lebih disiplin waktu dalam 

penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa setiap 

bulan agar kedepannya bisa lebih baik lagi, dan memperhatikan 

kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam tahap penatausahaan. 

3. Kepala Desa Umatoos sebaiknya lebih disiplin waktu dalam 

menyampaikan pelaporannya kepada Bupati agar kedepannya tidak 

terlambat lagi. 

4.  Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai 

bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian, dan sebagai bahan 

pertimbangan untuk lebuh memperdalam penelitian selanjutnya. 
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